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Terpidana Korupsi,
Mantan Bupati Kotabaru Dieksekusi Aparat Kejaksaan-Intel TNI

https://skalanews.com

Mantan Bupati Kotabaru periode 2010-2015 Irhami Ridjani Rais akhirnya dieksekusi tim

jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru ke Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru.

Irhami yang juga terpidana kasus korupsii penjualan lahan itu dieksekusi setelah melakukan

perlawanan.

"Dengan dibantu pengamanan dari POMAL dan Intel AL, Kejari Kotabaru menangkap

terpidana dirumah kediamannya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)

Kejagung Mukri kepada wartawan, Sabtu (19/4).

Proses eksekusi terhadap Irhami dilakukan pada Kamis (18/4) kemarin sekira pukul 19.30

wib. Saat ditangkap Irhami berada di kediamannya yang berada di Perumahan Irhami Center

Kotabaru, Kalimantan Selatan. "Meski sedikit melakukan perlawanan, akhirnya tim berhasil

mengeksekusi terpidana ke untuk menjalani pidananya," sambungnya.

Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor: 2607 K/Pid.Sus/2017 tanggal 08 April 2018 yang menyatakan bahwa terdakwa

Irhami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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"Dijatuhi pidana penjara selama 12 dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- subsidiair 8

bulan kurungan serta pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti

sebesar Rp.17.846.656.500,- (Rp17 Miliar lebih) subsidiair 5 tahun pidana penjara," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. https://skalanews.com, Sempat Melawan, Eks Bupati Kotabaru Berhasil Dieksekusi, Jumat,

19 April 2019.

2. https://daerah.sindonews.com, Terpidana Korupsi, Mantan Bupati Kotabaru Dieksekusi

Aparat Kejaksaan-Intel TNI, Jumat 19 April 2019.

Catatan:

Pengertian Korupsi

 Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan

melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi

yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan

tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret

transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan

penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
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 Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui

atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena

telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi

advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,  menerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk



Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 4

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara

yang diserahkan kepada pegadilan untuk diadili;

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,

menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui

bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta

atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang

kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah

menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal

diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perudang-

undangan; atau

i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan

sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau

mengawasinya.

i korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi
dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi,
nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).


